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PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

NOMOR 1 TAHUN 2011 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU 

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Oaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atos Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republ:k Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan don Belanja Oaerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011. 
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Mengingat 

b. Bahwd Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan don Belanjo Doeroh {APBD) yang diajukan 
Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Ketjo Pemerintah Doerah 
Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serto Prioritas don plofon Anggoron yang 
telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD poda tanggal 16 Nopembef 2010. 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pado hurvf a don huruf b, per1u 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapolan don Belonja Doeroh Kabupaten 
Kepulauan Aru Tahuri Anggaran 2011. 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentonq Pajak Bumi don Bangunan (Lemboran Negara Republil: 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, T ambahan Lembaran Negara Republil:: lndonesio Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 {Lembaran Negara Republil: 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republil:: Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehon Hok Atos Tanoh don Bangunan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambohan Lembaran Negara Repubfik 
Indonesia Nomor 3688); 

3. Undonq-Undonq Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Berslh don Bebas dori 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republil: 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo< 4286); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tenlang Susunon don Kedudukan Majefis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwalcilon Daeroh don Dewan Perwal::ilan 
Rakyat Daerah [Lernboron Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 431 OJ; · 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bogian Timur. 
Kabupaten Seram Bagian Baral dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republil:: Indonesia 
Tahun 2003); 

7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneso Nomor 4355); 



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389}; 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tchun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400}; 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tcmbchcn Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421 J; 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran .. Negara .Republik Jndonesio .Nornor 4437); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noinor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atos Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tchun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat don 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah don Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tohun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049}; 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah don Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028}; 

15.Peraturan Pemerintah_ Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029}; 

16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler don 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416} sebagaimana telah dibuah dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tqhun 2005 tentang Perubahon Alas Peroluron Pemerintoh Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler don Keuangan Pimpinon don Anggolo Dewan Perwokikm 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noma< 94. Tombahan Lembaron 
Negara Republik Indonesia Nornor 4540); 

17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 lentang Pengelolaon Keuangcn Bodon 
Layanan -Umum (Lembaran Negara· Republik Indonesia lahun 2005 Nornor 48, Tombahon lembaran 
Neg_ara Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 lenlang Stender Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tombahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun_2005 tentong Pinjaman Dceroh (Lembciron 
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ncimor 4574); 

20. Peroturon Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 lenlang Dana Perimbangan {Lembaron 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 
Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 lentang Sistem lnformosi Keuangan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2005 Nomor 138, Tambahon Lemboran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4f576); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 lenlang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Doerah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lemboran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Peimerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 lentang Penyusunan don Penerapan 
Slandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2005 Nomor 150. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcx 4585); 
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25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentong Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 4592); 

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporon Keuangan don Kinerja 
lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemboron 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

27.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam Atos 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penqodocn Barang/Jo.sa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tombahan Lembaron 
Negara Republik Indonesia Nomor 4330); 

28. P.eraturari Pernerintoh Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentong Perubahan Ketiga Atos 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentcnq Kedudukon Protokuler don Keuangan Pimpinon 
don Anggota Dewan Perwokilan Rakyat Daerah [Lernboron Negara Repub!i'i: Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

29.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Darerah Provirsi don Pemerintah Daerah 
Kabupalen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembo-an 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentarrg Orgonisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambohon Lembaran Negara Republil:: 
Indonesia Nomor 47 41 ); 

31.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksonaon Pengadoan Barang/Jo.sa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lemba:an 
Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diuboh beberapa kali don terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelujuh Atos Keputusan Presiden 
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 ten tang Pengelompokan Kemampuon 
Keuangan Daerah, Penganggaran don Perfanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional 
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Menetapkan 

Pimpinan Dewan Perwokikm Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komum:csi 
lntensif don Dana Operasional; 

34. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 37 Tahun 2010 ten tang Pedoman Penyusunan Anggoro:i 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
dan 

BUPATI KEPULAOAN ARU 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. 

! 
I 

l. Pendapatan Daerah 

2. Belanja Daerah 
' 

Pasal 1 

Rp. 464, 905 ,350 ,02 4, - 

Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut: 

Rp. 466,872, 142,348.- 

Surp/us (Defisit) Rp. (l ,966,792,324.-) 
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3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimoon 

b. Pengeluaran 

Rp. 66.191.337.265,- 

Rp. 1.000.000.000,- 

Pembiayaan Netto. Rp. 65, 191.337,265,- ·���--�������� 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 63,224,544,941.- 

Pasal2 

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 17.377.768.574,- 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 389,080,675,450,- 

c. Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 58.446.906.000,- 

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana Dimaksud pad a ayat ( 1) huruf a terdiri Jenis Pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 3.012.904.100,- 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 5.831.150.000,- 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 400.000.000,- 

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 8.133.714.474,- 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Sejumlah Rp. 50.467, 180,450,- 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 302.931.395.000,- 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 35.682.100.000,- 
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i ( 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (l J huruf c terdiri don jenis peooopotcn : 

a. Pendapatan Hibah Rp. 54.446.906.000,- 

b. Dana .Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 4_<XXJ.OOO.OOO,- 

c. Dana Penyesuaian don Otonomi Khusus Rp. 0,- 

. Pasal 3 

{l) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 166,222,421 ,577,- 

b. Belanja langsung sejumlah Rp. 300,649,720,771,- 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I J huruf b terdiri 

dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. I 08,822, 178,508,- 

b. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,- 

c. Belanja hibah sejumlah Rp. 23,853,651.000,- 

d. Belanja bantuan sasial sejumlah Rp. 14, 164,792,069,- 

e. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota don pemerintah sejvmlah Rp. 17.881-800.<XXl.- 

f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1,500,000,000,- 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( I J hvruf b terdiri dari Jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25,882,934,000,- 

b. Belanja Barang don Jaso sejumlah Rp. 113,348,303,221,- 

c. Belanja Modal Sejumlah Rp. 161,418,483,550,- 
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Pasal4 

( J J Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dori : 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 66.191.337.265,- 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. l .000.000.000,- 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud podo ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhilungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 66.191.337.265,- 

b. Pencairan dona cadangan sejumlah Rp. 0,- 

c. Hasil penjuolan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,- 

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,- 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,­ 

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,- 

" I I •. " • 

L .. 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. pembentukan dona cadangan sejumlah Rp. 0,- 

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- 

c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,- 

d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,- 
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Uraian lebih lanjut Anggoran Pendapotan don Belanja Daerah sebogaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak ferpisahkan dari Peraturan Daerah ini. terdiri dari : 

1. Lampiran I- Ringkasan APBD; 

2: Lampiran II Ringkasan APBD menuruf Uruscn Pemerintahan Daerah don Organisosi; 

3. Lampiran Ill Rincian APBD menurut Urusan . Pemerinfahan Daerah, Orponisosi, Pendapatan, · Belanja don 

Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekopitolcsl Beianja rnenurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program don Kegiatan; 

5. Lampiran V . Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daffor Jumlah Pegawai Per Golongan don Per Jabafan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asel tetap Daerah; 

. 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan don Pengurangan Asel Lain-lain; 

11. Lampiran XI Dollar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan don dianggarkan 

kembali dalam Tahun Anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah; 
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Pasa16 

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan don Belanja Doeroh seboqoi lonocson 

operasional pelaksanaan APBD 

Pasal7 

Peraturan Daerah ini muloi berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetohuinya, memerintahl:oo 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daemh. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2010 NOMOR 1 
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